Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Lapandewa Jaya Tahun 2026
BAB I
PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
CONTOH
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Hal ini tercermin dari ruh Undang-Undang Desa berupa kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam hal mengurusi kewenangannya, setiap tahun desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa atau sering disebut dengan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RKP Desa menjadi dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, RKP Desa juga seyogyanya selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, perencanaan pembangunan provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

RKP Desa yang mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat bulan September, harus melalui melewati tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1)	penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 
2)	pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
3)	pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; 
4)	pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
5)	penyusunan rancangan RKP Desa; 
6)	penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; 
7)	penetapan RKP Desa; 
8)	perubahan RKP Desa; dan 
9)	pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Sedangkan isi rancangan RKP Desa paling sedikit memuat uraian berikut ini: 
a.	evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b.	prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
c.	prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
d.	rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
e.	pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 

1.2	Dasar Hukum Penyusunan
CONTOH
RKP Desa ......... Tahun ......... disusun berdasarkan pada: 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten …. Nomor …. Tahun …. tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
15. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten …. (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
16. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
17. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);
18. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….); dan
20. Peraturan Bupati …. Nomor …. Tahun …. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor ….);

1.3	Maksud dan Tujuan
CONTOH
Penyusunan dokumen RKP Desa ......... Tahun ......... mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 
1.	Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM Desa;
2.	Desa memiliki rencana pembangunan tahun ......... yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ke-......... yang berkesinambungan dalam jangka waktu enam tahun;
3.	Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
4.	Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat;
5.	Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
6.	Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.4	Visi dan Misi
1.4.1	Visi
CONTOH
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. Visi pembangunan dalam RPJM Desa .........  Tahun (…periode RPJM-Desa…) merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:
“...................................................................................................”
1.4.2	Misi
CONTOH
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berikut ini adalah misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas.
1. Misi 1
2. Misi 2
3. Misi 3
4. Misi 4
5. Dan seterusnya
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
Berikut ini adalah review capaian sasaran/manfaat kegiatan/program yang dilaksanakan dalam RKP tahun .........
2.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	JENIS KEGIATAN
	SASARAN / MANFAAT
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	JENIS KEGIATAN
	SASARAN / MANFAAT
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	JENIS KEGIATAN
	SASARAN / MANFAAT
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	JENIS KEGIATAN
	SASARAN / MANFAAT
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.2.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan RKP Tahun Berjalan
Berikut ini adalah review capaian output/keluaran kegiatan/program yang dilaksanakan dalam RKP tahun .........
2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	JENIS KEGIATAN
	OUTPUT / KELUARAN
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	JENIS KEGIATAN
	OUTPUT / KELUARAN
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	JENIS KEGIATAN
	OUTPUT / KELUARAN
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	JENIS KEGIATAN
	OUTPUT / KELUARAN
	KINERJA / CAPAIAN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.2.	Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa dan Prioritas Pembangunan
Berikut ini adalah identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa untuk prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam RKP tahun .........
2.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
2.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
2.3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya
2.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Masalah 1
· Masalah 2
· Masalah 3
· Dan seterusnya


BAB III
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1.	Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
Menguraikan gambaran umum desa dan potensi-potensi desa dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Bisa mengambil dari data profil desa di RPJMdes dengan pembaruan data terkini.
3.2.	Kebijakan Keuangan Desa
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Desa
CONTOH
Kebijakan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun berjalan dengan perkiraan peningkatan/penurunan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Adapun proyeksi pendapatan Desa ......... untuk tahun ......... adalah sebesar .........  yang berasal dari:
	SUMBER PENDAPATAN
	TAHUN

	
	BERJALAN
(2025)
	PROYEKSI
(2026)

	Pendapatan Asli Desa
	
	

	Hasil Usaha
	
	

	Hasil Aset
	
	

	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
	
	

	Pendapatan Transfer
	
	

	Dana Desa
	
	

	Alokasi Dana Desa
	
	

	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
	
	

	Bantuan Keuangan:
	
	

	- Bantuan Kabupaten
	
	

	- Bantuan Provinsi
	
	

	Pendapatan Lain lain
	
	

	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
	
	

	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	
	

	JUMLAH TOTAL
	
	



3.2.2	Kebijakan Belanja Desa
CONTOH
Berdasarkan proyeksi pendapatan desa tahun ......... guna mendukung pencapaian visi dan misi desa, maka disusun arah kebijakan belanja Desa ......... untuk membiayai program/kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
	URAIAN BELANJA
	TAHUN

	
	BERJALAN
(2025)
	PROYEKSI
(2026)

	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	
	

	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	
	

	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
	
	

	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	
	

	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	
	

	Pertanahan
	
	

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	
	

	Pendidikan
	
	

	Kesehatan
	
	

	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	
	

	Kawasan Permukiman
	
	

	Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	
	

	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	
	

	Energi dan Sumber Daya Mineral
	
	

	Pariwisata
	
	

	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	
	

	Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
	
	

	Kebudayaan dan Kegamaan
	
	

	Kepemudaan dan Olah Raga
	
	

	Kelembagaan Masyarakat
	
	

	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	
	

	Kelautan dan Perikanan
	
	

	Pertanian dan Peternakan
	
	

	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	
	

	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	
	

	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	
	

	Dukungan Penanaman Modal
	
	

	Perdagangan dan Perindustrian
	
	

	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
	
	

	JUMLAH TOTAL
	
	



3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Desa
CONTOH
Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja desa tahun ........., maka disusun arah kebijakan pembiayaan Desa ......... dalam bentuk penerimaan pembiayaan maupun pengeluran pembiayaan sebagai berikut:
	URAIAN PEMBIAYAAN
	TAHUN

	
	BERJALAN
(2025)
	PROYEKSI
(2026)

	Penerimaan Pembiayaan
	
	

	SILPA
	
	

	Pencairan Dana Cadangan
	
	

	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
	
	

	Pengeluaran Pembiayaan
	
	

	Pembentukan Dana Cadangan
	
	

	Penyertaan Modal Desa
	
	

	JUMLAH TOTAL
	
	





BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1.	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa
4.4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
4.4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
4.4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
4.4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
4.2.	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya
4.3.	Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
· Program/kegiatan 1
· Program/kegiatan 2
· Program/kegiatan 3
· Program/kegiatan 4
· Dan seterusnya


BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA
CONTOH
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TIM
	KETERANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TIM
	KETERANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TIM
	KETERANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	NO
	NAMA
	KEDUDUKAN DALAM TIM
	KETERANGAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





BAB VI
PENUTUP
CONTOH
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten ......... Tahun ......... disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ......... Tahun ......... yang disesuaikan dengan prioritas arah kebijakan kabupaten ......... serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan desa terkini. Penyusunan RKP Desa ini dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa dan Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ......... berupa RKP Desa Tahun ......... selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten ......... Tahun ......... Sedangkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun ......... akan disampaikan kepada Bupati melalui ......... yang menjadi materi pembahasan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ......... dan Kabupaten ......... tahun ......... untuk kegiatan Tahun Anggaran ........
Akhirnya, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa ......... Tahun ......... dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun ......... ini adalah bagian dari ikhtiar nyata Pemerintah Desa ......... untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga Alloh Subhanahu Wa Ta’ala meridhai dengan memberikan kemudahan dan kekuatan untuk dapat mensejahterakan warga Desa ........., Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.
Kepala Desa .........

...........................
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